PAGE  
30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian


Studi Hubungan Internasional merupakan studi yang mempelajari tentang interaksi antara negara-negara didunia dalam sistem internasional yang meliputi segala aspek kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu Studi Hubungan Internasional sifatnya sangat kompleks.

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan yang dihadapi oleh manusia sebagai masyarakat dunia pun mengalami pergeseran. Pada masa sekarang ini bukan lagi hanya perebutan kekuasaan atau national security yang menjadi fokus utama namun lebih timbul masalah – masalah lain yang menjadi isu global yang patut menjadi perhatian misalnya masalah ekonomi, sosial dan budaya bahkan isu-isu lingkungan.


Tampak jelas bahwa sistem kapitalisme dunia yang berlaku saat ini berkaitan dengan dominasi AS. Alasan yang menyebabkan AS begitu mendominasi salah satunya adalah Perang Dingin, pembagian kubu yang ada di dunia antara Liberal dan Komunisme dimana AS tampil sebagai pembela utama kekuatan liberal seolah-olah memberikan suatu justifikasi untuk melakukan berbagai aksi militer dan kekuatan ekonomi AS diberbagai dunia. Didukung oleh kekuatan militer yang kuat dan besar, hegemoni AS atas dunia menjadi tidak terelakan.


Dalam konteks politik internasional, hegemoni dapat digambarkan sebagai suatu manifestasi struktur sosial, ekonomi dan politik yang  diekspresikan dalam bentuk norma-norma universal, institusi-institusi, dan mekanisme-mekanisme yang mendasari aturan dan tingkah laku negara dan civil society yang melampaui batas-batas nasional suatu tatanan yang menopang mode produksi yang dominan.


Amerika pada masa pasca Perang Dingin, lebih memfokuskan pada penggunaan soft politic, yang berwujud kekuatan ekonomi, baik secara material dengan wujud pemberian pinjaman, investasi dan perdagangan, maupun wujud kultural seperti nilai-nilai  moral dan kebudayaan AS yang seringkali disuarakan melalui isu-isu HAM, demokrasi liberalisasi ekonomi pasar dan lingkungan hidup.


Strategi global AS dewasa ini adalah penyebaran nilai-nilai kapitalisme dengan sistem pasar bebas, nilai-nilai demokrasi dan HAM yang dianut AS, keseluruh penjuru dunia dan menciptakan musuh baru yaitu terorisme yang dianggap akan menghalangi AS untuk menjadi pemimpin dunia.


Dalam penyebaran nilai-nilai demokrasi, AS menggunakan istilah The American National Style, yaitu suatu kebijakan luar negeri untuk mempertahankan dan menyatakan nilai-nilai demokrasi diseluruh kawasan dunia, agar dominasi dan pengaruh AS dapat dipertahankan.
 Dengan alasan tradisi demokrasi, AS selalu menganggap negara dan bangsanya bukan saja sebagai lentera dunia yang menerangi kehidupan demokrasi, melainkan juga menganggapnya juga sebagai contoh pola moral demokrasi dunia.


Banyak upaya yang dilakukan Amerika untuk lebih menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan kapitalisme, selain menggalakkan globalisasi ekonomi, yang sebenarnya merupakan upaya pertahanan model ekonomi kapitalis AS yang bertujuan mendapatkan akses ke sumber daya dan pasar dunia, serta pembentukan pasar, pasar regional merupakan upaya untuk menyebarkan kapitalisme dan demokrasi. Secara garis besar AS pasca Perang Dingin merumuskan suatu doktrin kebijakan luar negeri dalam bentuk strategi keamanan nasional yang dikenal sebagai kebijakan engagement dan enlargement, kebijakan tersebut dicanangkan pada bulan Februari 1996 dan mencakup 3 tujuan utama, yakni,

1. Meningkatkan keamanan AS dengan mempertahankan kekuatan militer yang kuat dan menerapkan diplomasi yang tepat guna untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara lain.

2. Mengupayakan peningkatan kemakmuran domestik melalui pembukaan pasar asing dan perkembangan ekonomi global.

3. Meningkatkan demokrasi di luar negeri.
      

AS seringkali mengeluarkan kebijakan demi berkembangnya proses demokrasi di negara-negara lainnya, dengan cara, pertama, ia dapat membantu perkembangan ekonomi negara-negara miskin dan meningkatkan distribusi pendapatan serta kemakmuran yang lebih merata di negara-negara tersebut. Kedua, ia dapat mendorong negara-negara sedang berkembang untuk meningkatkan ekonomi pasar dan perkembangan kelas borjuis yang kuat. Ketiga, ia dapat memperbaharui lagi kekuasaan ekonomi, militer dan politiknya sehingga mampu melaksanakan pengaruh yang lebih besar lagi dalam urusan dunia. Akhirnya ia dapat mengembangkan suatu program khusus yang dirancang untuk mendorong dan membantu elite negara-negara yang sedang memasuki zona transisi menuju kearah demokrasi.Usaha-usaha seperti ini dapat mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi dinegara-negara lain.

Menurut perspektif Amerika Serikat demokrasi merupakan suatu yang berat, bahkan merupakan suatu bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan, dan mensyaratkan ketekunan  pada penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efesiensi, tapi demi pertanggungjawaban, sebuah pemerintahan demokratis tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini.

Demokrasi terutama dalam tataran Amerika, bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus bertumbuh kembang. Dewasa ini, diakui atau tidak pemahaman yang dipakai dalam memberikan pemaknaan atas pelaksanaan demokrasi cenderung berkiblat ke AS. Hal ini disebabkan karena AS memegang hampir semua komponen-komponen vital dalam kancah internasional, baik dari segi kemajuan teknologi sampai dengan pengaruh yang sangat besar.

Doktrin kebijakan luar negeri AS yaitu grand strategy foreign policy dimana didalam doktrin ini termaktub bahwa AS sangat concern dalam upaya penegakkan demokrasi, kemerdekaan dan HAM, yang diwujudkan dalam kebijakan politik luar negeri yang berbentuk enlargement. Bisa dilihat, bahwa negara ini hampir terlibat diseluruh negara dimuka bumi ini dalam usaha penegakkan HAM dan Demokrasi. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri AS sendiri telah menempatkan agenda promoting democracy sebagai salah satu skala prioritasnya. Dengan kata lain AS menjadi panutan dalam hal pelaksanaan demokratisasi.

Kebijakan luar negeri AS sendiri tidak terlepas dari perkembangan sistem demokrasi AS yang pada hakikatnya didasarkan pada individualisme Demokrasi Barat yang biasanya merujuk pada Magna Charta (1216); The English Petition of Rights (1628), The English Bill of Rights, The Two Treaties of Goverment (1690) serta deklarasi kemerdekaan Amerika (1776).

Struktur global sejak berakhirnya Perang Dingin meninggalkan AS sebagai satu-satunya negara adidaya. Kombinasi antara kekuatan yang dimiliki dan perubahan struktur global memperbesar peluang AS untuk terlibat didalam bidang apapun dimanapun. Kendatipun demikian, para pengambil keputusan politik luar negeri AS terus menyesuaikan agenda politik luar negerinya sesuai dengan perubahan sistemik dan situasional yang terjadi dilingkungan eksternal dan internalnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar politik luar negeri AS tidak hanya bersifat reaktif, namun sebaliknya bersifat proaktif terhadap tuntutan-tuntutan internasional dan domestik yang muncul dalam politik luar negerinya.

Pasca Perang Dingin, terdapat beberapa penyesuaian prinsip politik luar negeri AS sejalan dengan perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi dalam politik dunia. Pada masa yang ditandai oleh serba ketidakpastian ini dalam politik internasional telah memunculkan hirauan-hirauan baru yang sangat penting dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri AS. Hirauan-hirauan terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, mengemuka sebagai beberapa prinsip utama dalam politik luar negeri AS.

AS senantiasa mendengungkan tekadnya untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi sebagai implementasi dari politik globalnya keseluruh negara. Tekad tersebut dipertegas dengan dikeluarjannya Doktrin Charter (1980) yang berusaha mengaitkan masalah penegakkan HAM dalam kebijakan politik globalnya terhadap negara-negara lainnya. Amerika sebagai negara super power bahkan tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi politik, ekonomi maupun militer kepada negara-negara yang dianggap tidak menghormati demokrasi.

Salah satu negara yang tidak luput dari perhatian AS adalah negara Myanmar. Proses pembangunan politik untuk menuju demokrasi sangat sulit terwujud di Myanmar, hal ini dikarenakan pihak militer telah menguasai pemerintahan selama berpuluh-puluh tahun dan didalam menjalankan pemerintahannya, cenderung bersifat represif dan otoriter.

Awal dari kepemimpinan militer
 di Myanmar bermula ketika adanya kudeta militer yang dipimpin Jenderal Ne Win terhadap Perdana Menteri U Nu, yang dianggap gagal dalam menyelesaikan berbagai persoalan khususnya mengenai perekonomian. Praktis setelah kudeta tersebut wewenang pemerintahan berada di tangan militer pimpinan Ne Win. Ia mengambil alih kendali Myanmar dari pemerintahan liberal warisan Inggris, 2 Maret 1962. Ketika itu, Ne Win menangkap dan memenjarakan para pemimpin Myanmar. Termasuk Perdana Menteri U Nu, ketua Mahkamah Agung  U Mynt Thein, para menteri kabinet, dan tokoh-tokoh politik lainnya. Ne Win lantas membentuk Dewan Revolusioner dan mencanangkan program Burmese Way to Socialism (Jalan Burma Menuju Sosialisme). Tetapi dalam kenyataanya, rezim Ne Win mengontrol penuh semua sektor ekonomi, baik negeri maupun swasta. Militer memegang peranan sentral dalam seluruh kehidupan bernegara dan berbangsa di Myanmar.

 Selama masa pemerintahannnya Ne Win hanya mengakui adanya satu partai politik, yaitu Burmese Social Program Party ( BSPP) yang dibentuknya sendiri. Partai ini merupakan satu-satunya partai yang ada. Partai ini dibentuk untuk mendukung program sosialis dengan mayoritas anggotanya berasal dari golongan militer.

Namun kekuasaan Ne Win berakhir dengan kudeta militer. Tan Swhe berhasil menyingkirkan kepemimpinan rezim militer Jenderal Ne Win, 19 September 1988. Pada awal kekuasaannya, Tan Swhe berjanji akan mengubah sistem pemerintahan represif yang dijalankan Ne Win model pemerintahan baru yang bercorak demokratis segera dicanangkan.  State and Law Order Restoration Council (SLROC) dibentuk untuk memperbaiki cacat-cacat yang ditimbulkan oleh rezim  Ne Win. Nama Burma diganti menjadi Myanmar dan ibu kota Rangoon menjadi Yangoon. Tetapi yang didahulukan SLROC Jenderal Tan Swhe adalah membangun rezim militer baru. Menteri-menteri kabinet terdiri atas tokoh-tokoh militer. Hanya jabatan menteri kesehatan yang dipegang oleh orang sipil. Jika Ne Win dulu menangkap dan menyekap perdana menteri, ketua mahkamah agung dan tokoh-tokoh politik liberalis, Tan Swhe malah menangkapi siapa saja yang dituduh tidak setuju kepada pemerintah. Dalam jangka waktu lima tahun, ribuan orang terpaksa mendekam di penjara, tanpa diketahui kesalahan sebenarnya. 

Untuk menutupi borok-borok tirani dan otoritarianisme rezimnya, Jenderal Tan Swhe mencoba menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1990. Ternyata partai National League for Democration (NLD) berhasil meraih kemenangan. Namun, rezim SLROC tidak mengakuinya. Bahkan lebih dari itu, tokoh-tokoh dan pendukung NLD diteror dan diperlakukan di luar batas perikemanusiaan. Dan SLROC tetap memegang kendali pemerintahan.  Selama SLROC pimpinan Jenderal senior Tan Swhe berkuasa, ratusan ribu penduduk Myanmar mengungsi ke negara-negara tetangga. Hingga Mei 1997, tercatat 115.000 pengungsi Myanmar berada di kamp-kamp pengungsian Thailand. Sementara ratusan ribu lainnya dari etnis Muslim Rohingya di Provinsi Arakan, mengungsi ke Bangladesh semakin deras, seiring dengan meningkatnya kekejaman aparat Myanmar, yang menjadikan kaum laki-laki Rohinngya sebagai tenaga kerja kasar tanpa dibayar, dan perempuan mudanya diperdagangkan untuk menjadi pekerja seks komersial.

Tahun 1997, Myanmar diterima menjadi anggota ASEAN. Nama SLROC diubah menjadi State and Peace Development Council (SPDC).tetapi watak tiranik totaliter, dan otoriter rezimnya tidak berubah. Selama menjalankan pemerintahan dan memimpin SLROC, Jenderal senior Tan Swhe memang sangat represif. Jauh lebih represif daripada Jenderal Ne Win Yang ia singkirkan. Tindakan represifnya juga menyebar ke tingkat paling bawah. Setiap orang merasa dirinya aparat pemerintah, merasa wajib melakukan tindakan apa pun sekehandaknya, terhadap siapapun yang dianggap lawan politik, oposan, atau anti pemerintah.

Tindakan-tindakan kriminal dari aparat SLROC semakin menjadi-jadi. Mulai dari pembatasan-pembatasan hak-hak individu, pemaksaan pengunduran diri para wakil NLD, penyerangan terhadap iring-iringan mobil pimpinan NLD, pemukulan, dan perampokan terhadap ketua NLD Divisi Mandalay di atas kerata oleh preman bayaran,  penangkapan ilegal yang tak pernah henti terhadap para aktivis NLD di berbagai daerah termasuk Sekretaris Jenderal NLD, Aung San Suu Kyi, ditahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

 Penahanan Suu kyi inilah yang terus menerus menjadi isyu internasional dibidang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai negara diseluruh dunia sudah menajukan protes, permohonan, tekanan, dan ancaman agar rezim Militer Myanmar membebaskan Suu Kyi. Namun, tak ada yang digubris. Suu Kyi telah mendapat hukuman tahanan rumah sejak 1989. Dan setelah NLD yang dipimpinnya bersama Aung Swhe memenangkan pemilu 1990, rezim militer memasukkan Suu Kyi ke penjara. Kemudian mengubahnya kembali menjadi tahanan rumah dan sempat dibebaskan tahun 1995. Bulan Mei 2002, Suu Kyi ditahan lagi sebagai kambing hitam dari berbagai gejolak nasional akibat ketidakpuasan terhadap rezim SLROC. Hanya karena tekanan dari berbagai lembaga HAM Internasional, Suu Kyi dikeluarkan dari tahanan tahun 2003 dan berstatus tahanan rumah hingga sekarang. Pemenang hadiah Nobel itu tidak pernah mendapat kepastian sampai kapan status tahanan rumahnya akan berakhir. Bahkan menurut seorang anggota senior NLD, pemerintah yunta militer Myanmar memperpanjang masa penahanan pemimpin oposisi itu hingga tahun 2005.

Sampai saat ini Junta Militer masih menahan pemimpin oposisi NLD Aung San Suu Kyi, meskipun Myanmar telah membebaskan ribuan tahanan politik. Namun, langkah politik yang ditempuh Myanmar itu dipandang setengah hati. Pembebasan tahanan itu juga dinilai sebagai “kamuflase” yang dijalankan Junta Militer untuk menutupi kemelut politik dan catatan buruk hak asai manusia (HAM). Jelas tindakan Myanmar itu sangat bertentangan dengan keinginan dan seruan masyarakat internasional.
  

Peristiwa yang terjadi di Myanmar ini tentunya bertentangan dengan Strategi Global AS pada saat ini, karena menyangkut terhadap permasalahan HAM dan Demokrasi. Sehingga berdasarkan prinsip yang dianut dalam strategi globalnya maka AS merasa perlu untuk melakukan tindakan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar.

Keterlibatan Amerika dalam masalah Myanmar sampai saat ini hanya sebatas memberikan tekanan-tekanan baik langsung yang ditujukan terhadap Myanmar seperti pemberlakuan sanksi ekonomi,  maupun tidak langsung melalui forum Internasional seperti AS mengancam akan memboikot KTT ASEAN apabila Mayanmar tetap memegang jabatan sebagai ketua ASEAN pada tahun 2006.
 Hal itu salah satunya dinyatakan oleh mantan Dubes AS untuk PBB Richard Holbrooke “Dengan diselenggarakannya KTT ASEAN di Yangoon, maka ASEAN akan menghadapi resiko kemungkinan negara lain yang dalam pertemuan sebelumnya selalu datang termasuk AS, kali ini tidak akan datang”.

Maksud dari keterlibatan Amerika adalah dalam rangka menegakkan komitmennya yang tertuang dalam Strategi Global AS terhadap penyebaran dan penegakkan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari kebijakan politik luar negerinya diseluruh negara di dunia termasuk di Myanmar.

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji serta menelaah lebih lanjut mengenai terhambatnya proses pembangunan politik dalam upaya mewujudkan kehidupan demokrasi di Myanmar akibat kekuasaan Junta Militer dalam menjalankan pemerintahannya yang cenderung otoriter dan mengenyampingkan nilai-nilai demokrasi, sehingga  AS sebagai negara penjunjung nilai-nilai demokrasi memberikan kebijakan-kebijakan politik luar negeri AS terhadap Myanmar  berupa sanksi-sanksi dibidang ekonomi, politik, dll. Serta tekanan-tekanan AS baik yang ditujukan langsung terhadap Myanmar ataupun terhadap ASEAN menyangkut giliran kepemimpinan Myanmar di ASEAN pada tahun 2006 nanti. Dari sejumlah gambaran diatas, penulis memiliki keingintahuan yang sangat besar terhadap hal-hal yang terjadi di Myanmar termasuk sikap AS sehubungan dengan adanya tekanan dan penerapan sanksi-sanksi baik oleh AS maupun negara-negara barat lainnya. Dari pemaparan itu maka penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil judul:

“Sikap Amerika Serikat Terhadap Proses Pembangunan Politik  (Demokratisasi) di Myanmar”

B. Identifikasi Masalah

 Keinginan dari masyarakat dan rakyat Myanmar yang menginginkan terwujudnya pemerintahan yang bercorak demokrasi dalam kehidupan politiknya, menghadapi hambatan dari pemerintah berkuasa Junta Militer Myanmar. Dimana di dalam menjalankan roda pemerintahannya Junta Militer cenderung bersifat represif dan otoritatif dan mengenyampingkan aspirasi-aspirasi dari rakyat banyak. 

Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki power, yang  ingin mewujudkan strategi globalnya,  merasa perlu untuk menyelesaikan  permasalahan yang terjadi di Myanmar,  hal ini berhubungan dengan  peningkatan dan perwujudan demokrasi yang merupakan bagian dari Strategi Global AS.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kecenderungan politik Amerika Serikat dalam kebijakannya menyangkut permasalahan demokrasi di negara-negara di dunia?

2. Bagaimana sikap dan reaksi Amerika Serikat terhadap proses pembangunan politik di Myanmar?

3. Bagaiman jalannya proses pembangunan politik di Myanmar?

4. Sejauh mana peran dan eksistensi Amerika Serikat dalam proses pembangunan politik di Myanmar?

1. Pembatasan Masalah


Mengingat kompleksitas dan luasnya masalah diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang ada pada fokus pembahasan penelitian ini mengenai kebijakan-kebijakan politik luar negeri AS terhadap Myanmar, dan proses pembangunan politik di Myanmar serta sikap dan peran AS berikut sanksi-sanksi dan tekanan dari AS. Penulis memfokuskan untuk meneliti fenomena tersebut dalam rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2004. Adapun dipilihnya tahun 2003, karena pada  tahun itu kongres AS (kekuatan pengarah dalam kebijakan AS) telah memungut suara mutlak untuk memperbaharui sanksi yang diberikan pada tahun 1997 bagi Myanmar.

2. Perumusan Masalah


Adanya pelangaran terhadap demokrasi dan HAM dalam proses pembangunan politik di Myanmar akibat dari kekuasaan Junta Militer dalam menjalankan roda pemerintahannya, telah menarik perhatian AS karena hal tersebut bertentangan dengan strategi global AS tentang hal penyebaran nilai-nilai demokrasi dan HAM guna mempertahankan dominasi AS dan pengaruh AS di dunia.


Mengacu pada uraian diatas maka dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah kedalam suatu bentuk pernyataan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana sikap dan peran AS  terhadap proses pembangunan politik di Myanmar, dan kaitannya dengan tekanan-tekanan serta sanksi terhadap pelanggaran  nilai-nilai demokrasi.”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


Setiap penelitian jelas mempunyai tujuan dan kegunaan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan serta motif-motif individual dan kolektif. Adapun tujuan dan kegunaan penulis

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui bagaimana kecenderungan politik AS dalam kebijakannya menyangkut permasalahan demokrasi di negara-negara di dunia.

b. Untuk mengetahui sikap dan reaksi AS terhadap proses pembangunan politik di Myanmar.

c. Untuk mengetahui proses pembangunan politik di Myanmar.

d. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan eksistensi AS dalam proses pembangunan politik di Myanmar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan dan khasanah pemikiran dalam ilmu Hubungan Internasional, baik teoritisa maupun praktis, melalui perspektif umum maupun perspektif khusus.

b. Sebagai bahan masukan dan perbandingan pestudi-pestudi Hubungan Internasional, yang ingin mengadakan penelitian dibidang yang sama, khususnya mengenai fenomena politik  luar negeri AS kaitannya tentang penyebaran nilai-nilai demokrasi.

c. Untuk memberikan kontribusi aplikatif bagi teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh dan dipelajari selama ini dan relevansinya dalam realita yang terjadi di lapangan.

d. Sebagai syarat untuk menempuh ujian Sarjana Penuh (Strata-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Untuk menjunjung suatu penelitian dibutuhkan beberapa teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dan mendukung terhadap masalah yang sedang diteliti. Teori-teori atau konsep yang digunakan sebagai penunjang yang akan memberikan suatu bobot hasil suatu penelitian. Dalam studi Hubungan Internasional ada yang disebut dengan premis mayor dan premis minor, premis-premis inilah yang akan menjadi dasar ilmiah mengapa fenomena itu terjadi.


Hubungan Internasional mempunyai ruang lingkup yang meliputi berbagai interaksi antara suatu masyarakat negara dengan negara lain. Dimana pelakunya bisa pemerintah dan non pemerintah, baik formal maupun informal, artinya baik yang dianggap mewakili negara atau tidak memberikan kontribusinya masing-masing dalam proses hubungan internasional. Hubungan Internasional seperti yang dijelaskan oleh Charles Mc. Cleland:

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Dalam interkasi antara dua pihak tadi, sumber daya aksi-aksi adalah kedua pihak tersebut. Kapanpun, kita kita harus mengakui bahwa sumber-sumber daya yang mungkin ada hanya terdapat yang mungkin ada hanya terdapat dalam pihak-pihak atau pelaku-pelaku yang bersangkutan. Akan tetapi, ada dua kompleksitasyang terlibat disini, yakni jika interaksi terjadi selama jangka waktu tertentu. Setiap pelaku mungkin dipengaruhi oleh interaksi yang dialami masa lalu, dan berdasarkan hal ini tersebut dapat dikatakanbahwa interaksi itu sendiri merupakan sumber daya pelaku. Kedua, berdasarkan pengalaman interaksi masa lalu, pelaku-pelaku dapat memperkirakan apa yang bkal terjadi dan masing-masing dapat bertindak sesuai perkiraannya.

Peranan dunia internasional memang tidak dapat dipungkiri akan pengaruhnya terhadap suatu negara. Setiap negara selalu memiliki hubungan, baik itu hubungan yang berjalan baik mauoun hubungan yang kurang baik. Dalam Hubungan Internasional tersebut terdapat ruang lingkup seperti yang dikatakan oleh K.J. Holsty, yaitu : 

“Istilah Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara Negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga Negara. pengkajian Hubungan Internasional, termasuk didalamnya pengkajian tentang politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai Negara didunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”

Interaksi antar negara selalu dilandaskan pada kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh masing-masing negara guna mewujudkan kesejahteraan, yang kemudian kepentingan tersebut bertemu satu sama lain dipanggung internasional, yang selanjutnya menciptakan suatu bentuk interaksi yaitu kerjasama ataupun konflik yang semuanya terangkum dalam sistem politik internasional. Menurut Suwardi Wiriatmadja mengemukakan Politik Internasional sebagai berikut:

Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat dalam arti yang sempit, yaitu dengan tujuan pokok atau titik berat pada diplomasi dan hubungan antarnegara dan satuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional lebih sesuai untuk mencakup segala hubungan antar bangsa dalam masyarakat antar dunia dan kekuatan, tekanan proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berpikir manusia.  

Sementara itu pengertian lain dari Politik Internasional menurut Dahlan Nasution adalah sebagai berikut : “ Pada dasarnya Politik Internasional itu adalah usaha memperjuangkan perbedaan-perbedaan atau sengketa nilai, dan tidak timbul dari kondisi lingkungan objektif, melainkan dari keyakinan atau pendapat yang dibuat manusia atau kondisi tadi”

Berdasarkan uraian diatas dikatakan bahwa negara merupakan salah satu aktor atau pelaku dari Hubungan Internasional. Pengertian negara menurut  Prof. Miriam Budiardjo adalah:

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat...Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

Pembahasan mengenai Hubungan Internasional masih sangat luas. Maka penulis berusaha untuk mempersempit kajian dari studi Hubungan Internasional ini kepada core subjeknya yaitu politik luar negeri, dimana politik luar negeri memegang peranan penting dalam berinteraksi dengan Negara lain. Hal ini pula yang harus dijalankan AS terhadap Myanmar menanggapi permasalahan yang terjadi di Myanmar.Pengertian politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan Internasional adalah:

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situasional yang fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Politik Luar Negeri suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kebijakan  luar negerinya. Adanya  sanksi-sanksi dan tekanan dari AS terhadap Myanmar merupakan suatu bentuk kebijakan luar negeri. Toma dan Gorman menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri sebagai berikut:

bahwa kebijakan luar negeri merupakan tindakan dari suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya, dimana tindakan ini dibentuk didalam lingkungan domestiknya dan juga sebagai seperangkat keputusan-keputusan otoriatif yang diambil atas nama negara dan bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam dunia internasional.

Pendapat lain mengenai kebijakan luar negeri adalah:

Kebijakan luar negeri berada pada persimpangan antara aspek dalam negeri (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara. Oleh karena itu kebijakan luar negeri tidak dapat mengenyampingkan struktur dan proses, baik dari lingkungan eksternal maupun sistem politik domestik, kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang mencakup pemilihan tujuan-tujuan, memeobilisasi alat-alat pencapaian tujuan tersebut dan terakhir kebijakan merupakan implementasi atau usaha-usaha yang nyata dari sumber-sumber yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

 Kebijakan AS terhadap Myanmar merupakan suatu reaksi terhadap proses Pembangunan Politik di Myanmar dimana didalam pelaksanaanya telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Pengertian dari Pembangunan Politik menurut Ronald H. Chilcote adalah sebagai berikut ini: “Pembangunan Politik merupakan perhatian kepada demokrasi menyertakan isu-isu pemilihan umum dan legitimasi konstitusional ke dalam analisis politik. Pembangunan politik sebagai penguatan nilai-nilai dan praktek-praktek demokrasi, partisipasi pluralistik, sistem-sistem multipartai, dan politik persaingan, maupun stabilitas politik dan penghindaran ketegangan yang berlebihan”.


Pembangunan Politik di Myanmar dalam  penelitian ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk demokratisasi. Syarat-syarat terjadinya demokratisasi menurut Dankwart Rustow harus berdasarkan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Kemakmuran Ekonomi dan Persamaan, suatu ekonomi yang makmur memungkinkan tingkat melek huruf lebih tinggi. Tingkat pendidikan dan eksposur media massa lebih tinggi pula. Suatu ekonomi yang makmur juga mengurangi ketegangan konflik politik;...disamping itu, susutu ekonomi industri yang sangat maju dan masyarakat yang kompleks yang dilahirkannya, tidak dapat diatur secara efesien oleh sarana yang otoriter.

2. Struktur Sosial, sampai sejauh mana struktur Sosial dibedakan dan diartikulasikan secara luas dengan kelas-kelas sosial, kelompok regional, kelompok profesi, kelompok etnis dan kelompok agama yang secara relatif otonom. Kelompok demikian itu, katanya memberikan dasar untuk membatasi kekuasaan negara, karenanya membatasi pengandalian negara oleha masyarakat.

3.  Lingkungan Luar, pengauruh luar dapat berperan penting dalam mempengaruhi apakah suaru masyarakat bergerak menuju demokrasi atau tidak. Sejauh pengaruh demikian itu lebih penting dibanding faktor-faktor asli, maka demokratisasi adalah akibat dari difusi dan bukan akibat perkembangan.

4. Konteks Kebudayaan, kebudayaan politik suatu masyarakat telah didefiniskan sebagai sistem empiris, simbol-simbol ekspresi, dan nilai-nilai yang menentukan situasi dimana tindakan politik berlangsung.

Walaupun rakyat menginginkan adanya suatu proses politik yang bersifat demokrasi tetapi tampaknya kebijakan-kebijakan dari pemerintahan militer jauh dari apa yang dicita-citakan rakyat Myanmar yang menginginkan suatu proses politik yang demokratis. Menurut International Commision of Jurist dalam konferensinya di Bangkok perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah: “suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas”

Sementara itu menurut Lyman Tower Sargent demokrasi terdiri dari beberapa unsur kunci, yaitu:

1. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

2.  Tingkat persamaan hak diantara warga negara.

3.  Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki    oleh warga negara.

4.  Sistem perwakilan.

5. Sistem pemilihan-ketentuan mayoritas.


Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (Values). Dibawah ini beberapa nilai demokrasi yang diutarakan oleh Henry B. Mayo:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Dalam kenyataanya proses pembangunan politik di Myanmar mengalami berbagai kendala, kendala ini terutama disebabkan oleh cara dari Junta Militer dalam menggunakan kekuasaannya yang bersifat represif dan cenderung otoriter. Seperti yang diungkapkan dalam laporan ini:

Burma continues to be ruled by a highly authoritarian military junta that reinforce its firm grip on power with a pervasive security apparaturs. During 2003, the goverments extremely poor human rights record worsened and it continued to commit numerous serious abuses. Citizens still do not have the right to change their goverment. Security forces continued to commit extrajudicial killings and rape, forcibly relocate persons, use forced labor, conscript child so;dier and have restabilished forced conscription of the civilian population into militia units. In May 30, 2003 attack on Aung San Suu Kyi,s konvoi, goverment-affiliated agents killed as many as 70 pro-democracy activist. The Military Junta continues to be hostile to all forms of political opposition. After the May attack, the goverment crakcked down severely on the main oppotion party, the National League for Democracy (NLD), and shuttered all 300 NLD offices in Burma. Arrest and disapearances of political activist continue, and members of the security forces totured, beat and atherwise abused prisoners and detainees.

 Meskipun banyak tekanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Myanmar tetapi tampaknya hal itu tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perwujudan demokrasi di negara tersebut, Junta Militer mempunyai pandangan tersendiri terhadap demokrasi yang merupakan dasar pemikiran pemerintahan militer tentang demokrasi, yang coba dilukiskan oleh Letkol. Ha Min, dari kantor studi strategis Kementrian Pertahanan dalam bukunya Political Situation of Myanmar and its Role in The Region, sebagai berikut:

“karena saat ini pemerintah sedang berkonsentrasi dalam proses membangun kembali bangsanya, maka keutuhan, kesatuan, kedaulatan, stabilitas dan usaha meningkatkan semua bidang pembangunan menjadi prioritas utamanya. Kebebasan partai untuk melakukan politik praktis tidak menonjol dalam agenda pembangunan negara, karena seluruh potensi bangsa saat ini lebih difokuskan untuk membangun negara yag utuh, bersatu berdaulat dan yang bermanfaat serta membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Waktunya akan datang, bila konstitusi telah berhasil dibuat. Sebelum pemilihan umum, partai politik dapat melakukan aktivitasnya, tapi tidak sekarang ini yang akibatnya, hanya merusak dan memperlemah tatanan kesatuan dan kedaulatan negara”

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Letjen Khin Nyunt dalam sambutannya pada konferensi tentang Peluang Bisnis dan Kerjasama Teknologi Myanmar-Malaysia pada tanggal 18 Agustus 2002, antara lain:

Pertama, masyarakat demokratis yang diinginkan Myanmar adalah semua suku (135 suku bangsa) hidup damai, tenteram dan bekerjasama membangun kemakmuran bangsa yang modern dengan tetap memelihara identitasnya (warisan, budaya, tradisi, nilai-nilai adat istiadat dan agama). Kedua, pemerintah sekarang ini sedang berkonsentrasi dalam membangun landasan politik, ekonomi dan sosial untuk terciptanya suatu transisi yang lancar menuju demokrasi dimana syarat mutlak yang diperlukan bagi pembangunan adalah perdamaian dan stabilitas nasional. Ketiga, dengan kemampuan yang dimiliki oleh negara, berkat gabungan kekuatan pemerintah, rakyat serta angkatan bersenjata, telah diperoleh hasil yang cukup menonjol dalam pembangunan bangsa.

Adanya pandangan tersendiri mengenai perwujudan demokasi, maka hal ini berimplikasi atas terjadinya pelanggaran HAM dan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Junta Militer Myanmar yang ditandai dengan tidak mengakui hasil Pemilu yang telah diselenggarakan, dimana partai NLD keluar sebagai pemenang dalam pemilu tersebut. Tidak hanya itu mereka kemudian  menahan Aung San Suu Kyi tokoh pro demokratisasi tanpa desertai dengan alasan yang jelas. Selain itu juga menahan pimpinan-pimpinan partai NLD. Seperti yang diutarakan Aung San Suu Kyi pada sebuah kesempatan wawancara:

“saya kira tidak ada pemerintah di muka bumi ini yang lebih buruk daripada SLORC, Dewan Pemulihan Hukum dan Peraturan. Mereka tidak mau mengakui hasil pemilihan umum yang kami menangkan dan tetap menekan aspirasi rakyat kebanyakan. Mereka memakai cara-cara yang sangat kotor dalam politik. Anda tahu sendiri bagaimana mereka menyuruh orang menyerbu mobil saya dan mobil teman-teman saya Sabtu, 9 November lalu. Apakah di Indonesia polisi akan mengizinkan para perusak melukai Megawati? Saya kira tidak. Di sini mereka menghancurkan mobil saya dengan pentungan besi. Mereka juga menangkap ratusan anggota partai LND. Mereka memerintah dengan teror”.

Demokrasi terutama dalam tataran Amerika, bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus bertumbuh kembang.      Perspektif Amerika mengenai demokrasi yaitu:

demokrasi merupakan suatu yang berat, bahkan merupakan suatu bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan, dan mensyaratkan ketekunan  pada penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efesiensi, tapi demi pertanggungjawaban, sebuah pemerintahan demokratis tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini.

 Dewasa ini, diakui atau tidak pemahaman yang dipakai dalam memberikan pemaknaan atas pelaksanaan demokrasi cenderung berkiblat ke AS. Hal ini disebabkan karena AS memegang hampir semua komponen-komponen vital dalam kancah internasional, baik dari segi kemajuan teknologi sampai dengan pengaruh yang sangat besar. Dalam perspektif AS pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan unsur yang paling utama dalam pemerintahan demokratis yang bisa diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan kehidupan demokratis. Seperti yang dikatakan Goerge W. Bush dalam pidato pelantikannya setelah disumpah untuk masa jabatan kedua sebagai presiden AS pada tanggal 21 Januari 2005:

“Adalah kebijakan AS untuk mengupayakan dan mendukung pertumbuhan gerakan-gerakan dan lembaga demokratis di setiap negara dan kebudayaan, dengan tujuan utama mengakhiri tirani di dunia kita, ini bukan berarti tugas senjata, meski kami akan membela diri kami dan teman-teman kami dengan kekuatan senjata bila perlu, semua yang hidup dalam tirani dan keadaan tanpa harapan perlu tahu: AS tidak akan mengabaikan penindasan kalian, atau memaafkan para penindas kalian. Reformis demokratis yang menghadapi penindasan, penjara atau pengasingan perlu tahu: Amerika melihat kalian sebagai siapa kalian: para pemimpin masa depan dari negara kalian yang bebas”.



Usaha AS untuk menegakkan demokrasi di negara-negara diseluruh dunia berdasarkan kepada kebijakan luar negeri dalam bentuk strategi keamanan nasional yang dikenal sebagai kebijakan engagement dan enlargement, kebijakan tersebut dicanangkan pada bulan Februari 1996 dan mencakup 3 tujuan utama, yakni:

1. Meningkatkan keamanan AS dengan mempertahankan kekuatan militer yang kuat dan menerapkan diplomasi yang tepat guna untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara lain.

2 Mengupayakan peningkatan kemakmuran domestik melalui pembukaan  pasar asing dan perkembangan ekonomi global.

3 Meningkatkan demokrasi di luar negeri.
      

AS meganggap bahwa tindakan dari pemerintahan Junta Militer Myanmar dengan tidak mengakui hasil pemilu tahun 1990 telah bertentangan dengan nilai dari demokrasi, karena hasil dari pemilu merupakan aspirasi dan keputusan mayoritas warga negara.. Seperti yang diutarakan salah satu Senator AS John McChain:

Birma punya rekor memalukan dalam hak asasi manusia dan demokrasi, kegagalan Myanmar bergerak menuju demokrasi dan menghormati hak-hak warganegaranya -Yunta militer Myanmar berada dalam tekanan besar di kawasan itu untuk membuat perubahan demokratis dan membebaskan para tahanan politik. Pembebasan itu termasuk tokoh prodemokrasi dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. 

Dalam permasalahan ini, maka Kebijakan Luar Negeri AS terwakili terwakili oleh konsep Kebijakan Luar Negeri sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada langkah-langkah nyata yang diambil oleh aktor politik luar negeri dalam menanggapi lingkungan eksternalnya, yang tampak dan dapat diamati secara jelas, yaitu pemberian sanksi oleh AS bagi Myanmar, agar Myanmar cepat atau lambat dapat melunak dan mulai mematuhi keinginan AS agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi.  Sanksi yang diberikan AS kepada negara Myanmar berupa:

1. Embargo ekonomi, yakni retriksi perdagangan berupa larangan pengimporan tekstil dari Myanmar yang merupakan industri yang menentukan dalam perekonomian Myanmar

2. Pembekuan aset anggota-anggota kabinet militer Myanmar di Amerika.

3. Pelarangan Visa bagi anggota rezim Myanmar yang ingin memasuki AS.

Sanksi tersebut merupakan  Kebijakan Luar Negeri AS sebagai suatu sikap terhadap proses pembangunan politik di Myanmar terkait dengan permasalahan pelanggaran HAM dan  demokrasi oleh pemerintahan yang dikuasasi oleh rezim militer Myanmar.

Maka berdasarkan teori-teori diatas, penulis akan menggunakan teori-teori tersebut untuk menyelesaikan proses penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat memberikan jawaban yang argumentatif dan dapat dipertahankan penulis dengan memberikan objektivitas dalam penelitian. Selain itu juga penulis akan memberikan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pemerintah Myanmar yang didominasi oleh militer berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan memberikan kebijakan yang lebih otoriter dan diktatoris terhadap rakyat yang menginginkan kehidupan demokrasi.

2. Kediktatoran rezim militer Myanmar yang menangkap dan menahan aktivis-aktivis pro demokrasi dan tokohnya Aung San Suu Kyi, mendapat kecaman keras dari dunia Internasional termasuk Amerika Serikat.

3. Kebijakan Politik Luar Negeri AS  berupa sanksi-sanksi dan tekanan yang diberikan terhadap Myanmar merupakan salah satu upaya AS  terhadap proses pembangunan politik demi menciptakan  kehidupan demokrasi di Myanmar.

4. Sikap AS terhadap Myanmar, merupakan salah satu bagian dari Strategi Global AS mengenai peningkatan demokrasi  negara-negara di dunia.

2. Hipotesis

 Berdasarkan kerangka teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut: ““Jika sanksi ekonomi dan tekanan politik merupakan bentuk sikap AS dalam mendukung demokratisasi di Myanmar, maka proses pembangunan politik (demokratisasi) di Myanmar akan tetap sulit terwujud, sebaliknya jika sikap AS yang bersifat berdialog dengan Myanmar, maka akan membuat pemerintahan Myanmar lebih demokratis”. 
3. Operasional Tabel dan Indikator


Untuk membantu didalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi operasional tentang konsep hipotesis, yaitu:

	Variable dalam Hipotesis

(Teoritik)
	Indikator

(Empirik)
	Verivikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas:

Jika sikap Amerika Serikat yang ditujukan kepada Myanmar hanya berupa sanksi-sanksi dan pernyataan-pernyataan  yang bernada kecaman,
	1) Adanya sanksi-sanksi yang ditujukan terhadap Myanmar

2) Ajakan terhadap negara-negara barat untuk memberikan sanksi yang serupa terhadap Myanmar

3) Tekanan terhadap ASEAN agar segera memberikan tindakan terhadap Myanmar dimana Myanmar adalah anggota dari ASEAN


	1) Data (fakta dan angka) mengenai Adanya sanksi-sanksi yang ditujukan terhadap Myanmar
2) Data (fakta dan angka) mengenai Ajakan terhadap negara-negara barat untuk memberikan sanksi yang serupa terhadap Myanmar

3) Data (fakta dan angka) mengenai Tekanan terhadap ASEAN agar segera memberikan tindakan terhadap Myanmar dimana Myanmar adalah anggota dari ASEAN



	Variabel Terikat:

maka proses pembangunan politik di Myanmar akan sulit terwujud 
	4) Adanya keinginan rakyat Myanmar untuk mewujudkan negara yang demokratis 

5) Belum ada kemajuan yang substantif kearah demokratisasi di Myanmar

6) Struktur Pemerintahan yang didominasi oleh militer

7) Pemerintah masih menahan tokoh oposisi dan juga pimpinan gerakan pro demokrasi Aung San Suu Kyi 
	4) Data (fakta dan angka) mengenai Adanya keinginan rakyat Myanmar untuk mewujudkan negara yang demokratis 

5) Data (fakta dan angka) mengenai Belum ada kemajuan yang substantif kearah demokratisasi di Myanmar.

6) Data (fakta dan angka) mengenai Struktur Pemerintahan yang didominasi oleh militer

7) Data (fakta dan angka) mengenai tokoh oposisi dan juga pimpinan gerakan pro demokrasi Aung San Suu Kyi


4. Skema Kerangka Teoritis

Sikap Amerika Serikat Terhadap Proses Pembangunan Politik

Di Myanmar













E.  Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Sikap AS terhadap permasalahan yang terjadi di Myanmar sebenarnya hanyalah sekadar memberi tanggapan terhadap apa yang terjadi dalam konteks sistem internasional dimana HAM dan Demokrasi pada masa sekarang ini merupakan sebuah Isu Internasional. Asumsinya, AS adalah unit yang perilakunya sekadar menanggapi apa yang terjadi dalam konteks yang lebih besar. Jadi unit eksplanasinya adalah sistem internasional-regional atau sistem global. Penulis menyimpulkan unit eksplanasi (HAM dan Demokrasi) lebih tinggi tingkatnya dibanding unit analisanya (Respon AS), sehingga di dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu analisa induksionis.

2. Metode Penelitian


Metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu analisis yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang didasarkan atas beberapa kejadian dan masalah yang aktual, kemudian menganalisa untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah, baik yang berlangsung maupun yang diperkirakan dimasa yang akan datang serta menginterpretasikan suatu fenomena akhir yang relevan. Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana Sikap AS melalui kebijakan politik luar negerinya dengan mengikuti perkembangan berita terbaru yang aktual mengenai tindakan-tindakan, sanksi-sanksi dan tekanan-tekanan yang ditujukan terhadap Myanmar, akibat terjadinya pelanggaran HAM dan Demokrasi dalam proses pembangunan politik yang terjadi di Myanmar, yang sampai saat sekarang ini masih berlangsung.

3.  Teknik Pengumpulan Data


Didalam teknik pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan ini peneliti memilih teknik penulisan melalui studi kepustakaan, dengan cara mengambil sumber-sumber data dan informasi dari berbagai pustaka berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian, media massa berupa koran, majalah dan berita yang berasal dari internet. Dalam mencari sumber-sumber data, tentunya data tersebut merupakan data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, baik yang bersifat teori maupun empiris yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti. Adanya perkembangan dan perubahan tentang permasalahan yang dibahas dari pertama kali masalah itu muncul sampai sekarang, maka sumber data yang dipilih adalah sumber data yang aktual dan yang relevan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini. Hal ini dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan yang terjadi melalui berita di media massa, televisi, ataupun internet yang sumbernya dapat dipercaya.

F. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian


Penelitian akan mengambil lokasi pada beberapa instasi yang dianggap dapat memberikan informasi dan data, serta dapat mendukung terlaksananya penelitian ini, yaitu:

1. Perpustakaan FISIP UNPAS Bandung

     Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung

2. Centre For Strategic and Internasional Studies (CSIS)

     Jl. Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160

3. Kedutaan Besar Amerika Serikat

     Jl. Medan Merdeka Selatan No. 4-5, Jakarta 10110

4. Perpustakaan Jurusan HI UNPAD

     Jatinangor Bandung

5. Perpustakaan Pusat Universitas Parahyangan Bandung

2. Lama Penelitian


Lamanya penelitian dilaksanakan selama enam bulan terhitung dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Februari 2006.
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G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang hal yang bersikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, definisi operasional, metodologi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : VISI POLITIK GLOBAL AS DALAM KONTEKS 

               PEMBANGUNAN POLITIK (DEMOKRATISASI)

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang AS yang mengangkat isu HAM dan Demokrasi dalam kebijakan luar negeri AS, sehingga dijadikan landasan guna mengadili setiap pelanggaran terhadap HAM dan Demokrasi yang terjadi di negara lain.

BAB III : PROSES PEMBANGUNAN POLITIK (DEMOKRATISASI) DI MYANMAR

Bab ini menjelaskan tentang adanya tuntutan rakyat Myanmar untuk demokrasi. kasus pelanggaran HAM dan krisis Demokrasi yang terjadi di Myanmar seperti terhadap penolakan hasil pemilu 1990 penahanan atas Sekjen NLD Aung San Suu Kyi, penangkapan dan penahanan bagi orang-orang yang prodemokrasi, dan pemecatan PM Khin Nhyut

BAB IV : KEBIJAKAN AS DALAM MERESPON DEMOKRATISASI

DI MYANMAR

Pada bab ini menjelaskan bahwa pelanggaran HAM dan krisis Demokrasi yang terjadi di Myanmar telah menarik perhatian Amerika Serikat, untuk terus mengadvokasikan universalitas HAM dan Demokrasi, hal ini berdasarkan pada Strategi Global AS mengenai penyebaran nilai-nilai demokrasi dan HAM yang dianut AS. Sehingga dalam merespon terhadap permasalahan di Myanmar AS mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa sanksi-sanksi dan tekanan bagi Myanmar.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan bahwa HAM dan Demokrasi menjadi bagian dari strategi global AS, yang berimplikasi terhadap kebijakan luar negeri AS terhadap permasalahan HAM dan Demokrasi. Kasus pelanggaran HAM dan Demokrasi di Myanmar membuat perhatian AS tertuju pada negara ini.
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